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ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the
conformity of musyarakah accounting standards with the
MUI DSN (National Sharia Council) as an organization that
overshadows one of the problems of sharia financial
transactions, especially Shariiah PSAK 106 based on
AAOIFI's international accounting standards. To uncover
this problem in depth and thoroughly, researchers used
descriptive analysis with data collection methods with
literature study methods or content analysis methods.
Content analysis is one type of research method that is
objective, systematic, qualitative, and related to content.
This content analysis study emphasizes language and
requires neutrality. So that the author analyzes the
suitability of musyarakah accounting with DSN (National
Sharia Council) MUI by looking at the rules issued by
AAOIFI as an international accounting organization in the
world, so that there is accounting conformity in Indonesia.

proses dan keahlian tertentu karena harus
mengintegrasikan  beraneka  macam
_ disiplin ilmu. Karena sumber daya

Perkembangan zaman yang semakin manusia yang memiliki keahlian tertentu
pesat menyebabkan banyaknya lembaga ini terbatas, menyebabkan penafsiran

keuangan yang membuat produk baru yang berbeda diantara lembaga keuangan

PENDAHULUAN

yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan syariah dalam  mengimplementasikan
masyarakat yang beraneka ragam produknya. Untuk muamalah berdasarkan
macamnya.  Dalam  perekonomian, syarfah di Indonesia memiliki Dewan

masyarakat tidak lepas berhubungan dari
yang namanya uang, karena itu lahirlah
lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat
dua jenis lembaga keuangan, diantaranya
adalah Lembaga Keuangan Konvensional
(LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah
(LKS). Lembaga keuangan syariah
menjalankan operasional dan produknya
berdasarkan pada ketentuan hukum islam

Syariah Nasional MUl yang memiliki fungsi
untuk mengobservasi dan memberi
pedoman bagi produk-produk yang
dikembangkan oleh lembaga keuangan
syari'ah. Produk-produk baru tersebut
wajib diajukan oleh manajemen setelah
direkomendasi oleh Dewan Pengawas
Syariah (Rizal Salman, 2014).

yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits.
(Fatima dkk, 2020).

Usaha mengembangkan sebuah
produk keuangan syariah diperlukan

Salah satu produk bagi hasil yaitu
musyarakah. Musyarakah adalah
kesepakatan kerjasama antara dua pihak
atau lebih untuk satu usaha tertentu,
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dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai kesepakatan
(Antonio, 2001). Pembiayaan musyarakah
ini memiliki kelebihan dalam kebersamaan
dan kesamarataan, baik dalam berbagi
keuntungan maupun risiko kerugian (DSN-
MUI, 2000).

Adapun jumlah rekening bank
pembiayaan rakyat syar’ah atau
masyarakat yang menggunakan akad
musyarakah dari tahun 2018-2020,
sebagai berikut.

Tabel 1.1

Jumlah rekening bank pembiayaan rakyat
syari’ah

Akad Musyarakah

2018 2019 Per Maret 2020

5.189 7.557 8.489

Sumber: OJK, 2020

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dari
tahun ke tahun pengguna akad
musyarakah semakin meningkat.

Menurut PSAK 106 tentang Akuntansi
Musyarakah, Musyarakah merupakan
kesepakatan kerja sama antara dua pihak
atau lebih untuk menjalankan usaha
tertentu, dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan pada porsi kontribusi dana
masing-masing. Dana tersebut terdiri dari
aset berupa kas atau aset nonkas yang
diperbolehkan dalam syariah.

Seperti  Akuntansi  Syariah  di
Indonesia yang memiliki PSAK yang
diterbitkan oleh DSAK-IAl  sebagai
standar, akuntansi syariah internasional
juga memiliki standar internasional yang
diterbitkan oleh AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions), dalam penelitian ini penulis
ingin menelaah perbedaan antara standar
Indonesia yakni PSAK 106 dengan
Standar Internasional AAOIFI.

Didalam AAOIFI musyarakah diatur
didalam FAS No. 4 yang menyatakan
bahwa musyarakah adalah kemitraan
yang terjadi antara bank syariah dan
nasabahnya.

Selama ini penyusunan laporan
keuangan yang disusun sangat tergantung
pada jenis industri serta aturan lain yang
berhubungan dengan industri itu, aturan
yang berubah-ubah juga akan
memengaruhi standard bentuk laporan
keuangannya (Sofyan, 2004).

Selain itu, perbankan syariah juga
memiliki persoalan yang harus segera
dicari solusinya, yaitu 1) kurangnya
inovasi produk dari perbankan syariah
sehingga penawaran produk yang
diberikan oleh perbankan syariah menjadi
terbatas, dan 2) terdapatnya persoalan
kesesuaian syariah yang masih harus
diperketat. Karena keterbatasan produk
itulah yang menjadi penyebab perbankan
syariah kurang mampu untuk berkompetisi
dengan perbankan konvensional yang
juga berdampak pada ketidak-mampuan
perbankan syariah untuk memenuhi
banyaknya permintaan nasabah terhadap
produk-produk yang bervariasi (Cecep,
2013).

Setiawan, Asri., M. (2019)
menganalisis  kesesuaian  akuntansi
mudharabah dengan DSN (Dewan
Syari'ah Nasional) MUI dengan

mencermati ketentuan yang dikeluarkan
oleh AAOIFI sebagai organisasi akuntansi
internasional di dunia, sehingga terdapat
kesesuaian akuntansi di Indonesia dengan
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Adapun
perbedaannya dengan penelitian ini
adalah dari variabel yang diteliti. Dimana,
penelitian ini meneliti tentang akuntansi
musyarakah.

Oleh karena itu PSAK 106 harus
sesuai juga dengan fatwa DSN MUI dan
AAOIFI karena tidak hanya menjadiacuan
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dalam perbankan syariah tetapi juga
lembaga keuangan  syari'ah non
perbankan dalam menyelesaikan masalah
transaksi keuangan musyarakah. Sesuai
dengan latar belakang yang telah
dijabarkan penulis tertarik untuk menelaah
mengenai kesesuaian standar akuntansi
musyarakah PSAK 106 dengan Dewan
Syariah Nasional MUl dan AAOIFI.

Dari latar belakang yang telah
diuraikan  tersebut, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah
apakah terdapat kesesuaian atau
ketidaksesuaian antara PSAK 106 dengan
DSN-MUI  dan  AAOIFI  mengenai
akuntansi musyarakah. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesesuaian PSAK 106  akuntansi
musyarakah dengan DSN (Dewan
Syari'ah  Nasional) MUl dan juga
mencermati aturan yang dikeluarkan oleh
AAOIFI sebagai organisasi akuntansi
internasional di dunia, sehingga terdapat
kesesuaian akuntansi di Indonesia
khususnya akuntansi musyarakah.
Setelah kita mengetahui hal yang telah
disebutkan sebelumnya terdapat juga
manfaat yang dapat diambil dari penelitian
ini yaitu dapat memberikan pemahaman
mengenai aturan yang dikeluarkan oleh
PSAK 106, DSN-MUI, dan AAOIFI selain
itu dapat juga dijadikan sebagai informasi
dan referensi bagi penelitian sejenis.
Maka, peneliti menyimpulkan dan tertarik
untuk melakukan penelitian terhadap
“Analisis Perbandingan PSAK 106 dengan
DSN-MUI  dan  AAOIFI  mengenai
Akuntansi Musyarakah”.

KERANGKA TEORITIS DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Syariah

Akutansi Syari'ah disebut juga
Akuntansi Islam yang merupakan suatu
bidang baru dalam studi akuntansi yang
dimana prinsip akuntansi ini
dikembangkan dengan landasan nilai-
nilai, etika, dan syariah islam (Karim,
2010).

Terdapat juga prinsip umum akuntansi
syariah yang tertulis dalam surah Al-
Bagarah ayat 282, dari ayat tersebut ada 3
prinsip umum akuntansi syari'ah vyaitu
prinsip pertanggungjawaban yang
biasanya dalam laporan keuangan, prinsip
keadilan atau kesamarataan, dan juga
prinsip kebenaran yang dapat
menciptakan kesamarataan dalam
mengakui, mengukur, dan melaporkan
transaksi-transaksi ekonomi (Muhammad,
2005).

Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar  Akuntansi
Keuangan atau PSAK merupakan

kerangka acuan prosedur penyusunan
laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi
aturan yang berkaitan dengan kegiatan
pencatatan, penyusunan, pelaksanaan,
dan penyampaian laporan keuangan.
PSAK berisi sekumpulan dasar atau
prinsip yang digunakan untuk menyatakan
laporan keuangan umum. Fungsi dasar
dari penyajian laporan keuangan ini
adalah  untuk memudahkan dalam
melakukan proses perbandingan dengan
laporan keuangan sebelumnya. PSAK ini
disusun oleh 1Al atau Ikatan Akuntan
Indonesia. Penyusunan PSAK didasarkan
pada situasi saat ini. Dalam membuat
berbagai hal atau laporan yang berkaitan
dengan bidang ilmu akuntansi, akuntan
harus mengikuti standar yang dan masih
berlaku dalam PSAK (www.cermati.com).

PSAK 106 — Akuntansi Musyarakah

Sarip (2015) PSAK 106: Akuntansi
Musyarakah merupakan perbaikan dari
PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah
(2002) yang mengatur mengenai
musyarakah.

a. PSAK 106 berlaku untuk entitas yang
melaksanakan transaksi musyarakah,
baik sebagai mitra aktif ataupun mitra
pasif.

b. Struktur penulisan secara garis besar
disusun dengan memisahkan
akuntansi untuk mitra aktif dan
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akuntansi untuk mitra pasif dalam
transaksi musyarakabh.

c. Kewajiban bagi mitra aktif untuk
membuat catatan akuntansi terpisah
atas usaha musyarakah yang
dilakukan.

d. Pada bagian pengakuan dan
pengukuran untuk entitas sebagai
mitra aktif, penyempurnaan dilakukan
untuk: pengukuran pada akad atas
penyetoran investasi musyarakah
aset nonkas diukur sebesar nilai
wajar; penerimaan dana musyarakah
dari mitra pasif diakui sebagai
musyarakah dan di sisi lain diakui
syirkah temporer.

e. Pada bagian pengakuan dan
pengukuran untuk entitas sebagai
mitra pasif, penyempurnaan dilakukan
untuk: pengukuran pada saat akad
atas penyetoran investasi
musyarakah aset nonkas diukur
sebesar nilai wajar; keuntungan
tangguhan dari selisih penilaian aset
nonkas diserahkan pada nilai wajar
disajikan sebagai sebagai pos lawan
dari investasi musyarakabh.

Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI)

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan
sebuah lembaga pedoman hukum
ekonomi dan keuangan syari’ah islam di
Indonesia. DSN-MUI dibentuk untuk
mewujudkan keinginan umat islam dalam
memecahkan masalah ekonomi dan
mendorong penerapan ajaran islam
dibidang ekonomi dan keuangan di bawah
pedoman hukum syariah. DSN-MUI
mempunyai tiga peran, yaitu : sebagai
otoritas yang diakui secara hukum oleh
Undang-Undang, sehingga memiliki peran
untuk melindungi Indonesia dari praktik
keuangan syariah yang diterapkan di
negara lain namun tidak sesuai untuk
diterapkan di Indonesia; melindungi
masyarakat Indonesia yang ingin beralih
ke industri ekonomi dan keuangan
syari'ah; dan juga sebagai katalisator
untuk mendorong dan memacu
perkembangan industri ekonomi dan
keuangan syari'ah di Indonesia
(https://knks.go.id).

DSN-MUI sudah mengeluarkan total
86 fatwa yang membahas mengenai
keuangan dan perbankan syari’'ah. Fatwa
mengenai musyarakah sendiri dibahas
didalam fatwa DSN No. 08/DSN-
MUI/IV/2000.

Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI)

Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
merupakan sebuah organisasi nirlaba
internasional yang memiliki tanggung
jawab untuk mengembangkan dan
menerbitkan standar akuntansi, audit,
pemerintahan, etika, dan tata kelola yang
digunakan  oleh keuangan Islam
Internasional. AAOIFI ini dibentuk di
Bahrain tanggal 27 Maret 1991. AAOIFI
menjalankan tujuan-tujuannya sesuai
dengan ajaran syari’ah yang mewakili
semua aspek kehidupan, dan lingkungan
yang dimana lembaga keuangan islam
telah berkembang. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kepercayaan
pengguna laporan keuangan lembaga
keuangan islam yang dihasilkan dari
informasi tentang lembaga tersebut, dan
mendorong pengguna untuk berinvestasi
atau menyimpan dana di lembaga
keuangan islam serta menggunakan
layanan mereka (AAOIFI, 2018).

Standar  AAOIFI  mendefinisikan
syirkah atau musyarakah sebagai
perjanjian diantara dua orang atau lebih
untuk menggabungkan aset, tenaga kerja,
atau kewajiban mereka untuk tujuan
menghasilkan  keuntungan  (AAOIFI,
2004).

Penelitian Terdahulu

Rahmadi, A. (2021) meneliti tentang
implementasi fatwa dewan syari’ah
nasional majelis ulama Indonesia No.
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad
musyarakah pada BMT Fajar Bandar
Lampung dengan hasil penelitian bahwa
ada beberapa kesesuaian yang telah
praktikan BMT Fajar dalam akad
pembiayaan musyarakah di BMT Fajar
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Bandar Lampung, namun masih ada
beberapa hal yang belum sesuai atau
ketidaksesuaian praktiknya dalam akad
pembiayaaan musyarakah menurut Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No. 08/DSN-MUI1/2000.

Azlan, F.Y.&Serly, V. (2019)
menganalisis mengenai pengungkapan
standar akuntansi syariah AAOIFI pada
bank syariah di Indonesia dan Malaysia
periode tahun 2017-2018, dari analisis
tersebut  didapatkan  hasil bahwa
pengungkapan oleh bank syariah
mengenai akad murabahah, mudharabah,
dan musyarakah masih tergolong rendabh.

Novisra, L.,&Bustamam. (2019)
melakukan analisis tentang kesesuaian
penerapan produk pembiayaan
musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH dengan
hasil analisis menunjukkan bahwa dari sisi
pengakuan dan pengukuran PT. BPRS
Hikmah Wakilah tidak sepenuhnya patuh
sesuai PSAK 106, dan dalam hal
penyajian PT. BPRS Hikmah Wakilah
telah sepenuhnya mematuhi PSAK 106,
sedangkan dalam hal pengungkapan PT.
BPRS Hikmah Wakilah belum
menghadirkan CALK dan semua istilah
yang berkaitan dengan musharakah. Oleh
karena itu, aplikasinya tidak sesuai
dengan PSAK 106.

N.F.Susanto., J.Morasa.,
H.R.N.Wokas. (2017) melakukan
penelitian mengenai analisis penerapan
sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah
menurut PSAK No. 106 di PT. Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado
dengan hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC
Manado telah menerapkan sistem bagi
hasil musyarakah melalui musyarakah
pembiayaan dana berputar dan telah
menerapkan pengakuan dan pengukuran
berdasarkan PSAK 106.

Mia, M. R., Hasnat, M. A., Mahjabeen,
W. (2016) menulis penelitian dengan judul
Mudharabah and Musharakah from the
accounting perspective by referring to
AAOIFI, IFRS and MFRS dalam penelitian

ini  ditemukan bahwa, penggunaan
Mudharabah dan Musyarakah tidak
populer di kalangan bank syariah di
Malaysia karena risiko tinggi. Penelitian ini
menunjukkan bahwa diperlukan upaya
ekstra dalam rangka melaksanakan
penggunaan Mudharabah dan
Musyarakah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis  penelitian ini
penelitian  dengan  studi pustaka
menggunakan metode pendekatan
penelitian analisis deskriptif. Studi pustaka
merupakan jenis penelitian  teoritis,
referensi, dan kepustakaan ilmiah lainnya
yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan
norma yang berkembang dalam situasi
sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

merupakan

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini
adalah data sekunder dalam bentuk
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
MUl (DSN-MUI), dan Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions  (AAOIFI) yang diperoleh
dengan cara tidak langsung untuk
mendukung penulisan dalam penelitian ini.
Data diambil dari berbagai kajian literatur
yang bersumber dari buku, artikel, jurnal,
dan situs internet yang terkait dengan
permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka vyaitu, studi yang
diperoleh dari bacaan dan literatur terkait
yang digunakan dalam penelitian ini.
Sebagian besar literatur yang digunakan
dalam penelitian ini berasal dari buku,
jurnal penelitian, dan situs internet. Penulis
melakukan metode ini menggunakan

berbagai referensi yang sesuai
berdasarkan pembahasan dalam
penelitian ini.

Metode Analisis Data
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Metode analisis data yang digunakan
didalam penelitian ini merupakan analisis
isi yang dimana penelitian ini bersifat
membahas isi suatu informasi tertulis
secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil pembahasan yang
dilakukan penulis dalam menganalisa
adalah sebagai berikut.

Pembahasan pertama mengenai
penamaan akad musyarakah itu sendiri,
yaitu terdapat ketidaksesuaian penamaan
akad musyarakah antara PSAK 106
dengan DSN-MUI dan AAOIFI hal ini
dibuktikan dengan PSAK 106 : akuntansi
musyarakah, DSN-MUI : pembiayaan
musyarakah, dan AAOIFI sharikah
(musyarakah), meskipun begitu secara
garis besar pembahasannya sama yaitu
mengenai akuntansi musyarakah.

Adanya  kesesuaian dari  segi
pengukuran modal antara PSAK 106 yang
dibuktikan dalam paragraf 10 yang
berbunyi “Investasi musyarakah dapat
diberikan dalam bentuk kas, setara kas,
atau aset non-kas” dengan fatwa DSN-
MUI no. 3 mengenai obyek akad poin a no.
1 yang berbunyi “Modal yang diberikan
harus uang tunai, emas, perak, atau yang
nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset
perdagangan, seperti barang-barang,
properti, dan sebagainya. Jika modal
berbentuk aset, harus terlebih dahulu
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh
para mitra” dan AAOIFI yang terdapat
dalam standar musyarakah klausul 3/1/2/1
yang berbunyi “Pada prinsipnya, modal
syari’ah harus dikontribusikan dalam
bentuk aset moneter”. Dengan demikian
dalam hal pengukuran modal terdapat
kesesuaian antara PSAK 106 dengan
DSN-MUI dan AAOQOIFI. Selain itu, didalam
PSAK 106 dan Fatwa DSN-MUI tidak
mengatur mengenai nilai tukar saham,
sedangkan AAOIFI dalam klausul 3/1/2/2
jika mitra telah menyumbangkan modal
kemitraan dalam mata uang yang berbeda
maka mata wuang tersebut harus
disesuaikan menggunakan prinsip syari'ah
sehingga menentukan nilai tukar saham

saat ini. Jka ditelaah kembali untuk
pengukuran modal musyarakah dalam
standar AAOIFI  lebih  membahas
mengenai modal saham, sedangkan
PSAK 106 dan Fatwa DSN-MUI
pengukuran modal musyarakah hanya
menggunakan aset saja.

Adanya kesesuaian dari segi jaminan
kontrak antara PSAK 106 yang dibuktikan
dalam paragraf 7 yang berbunyi “Karena
setiap mitra tidak dapat menjamin dana
mitra lainnya, maka setiap mitra dapat
meminta mitra lainnya untuk menyediakan
jaminan atas kelalaian atau kesalahan
yang disengaja” dengan fatwa DSN-MUI
no. 3 mengenai obyek akad poin a no. 3
yang berbunyi “Pada prinsipnya, dalam
pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari
terjadinya penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan” dan AAOIFI yang
terdapat dalam standar musyarakah
klausul 3/1/4/1 yang berbunyi “Semua
mitra dalam kontrak syari'ah
mempertahankan aset syari'ah atas dasar
kepercayaan” dan juga klausul 3/1/4/2
yang berbunyi “Diperbolehkan bagi mitra
dalam kontrak syari’ah untuk menetapkan
bahwa mitra lain menyediakan pribadi
untuk menetapkan bahwa mitra Ilain
memberikan jaminan pribadi atau hipotek
untuk menutupi kasus pelanggaran,
jaminan atau hipotek untuk menutupi
kasus pelanggaran, kelalaian atau
pelanggaran kontrak”. Dengan demikian
dalam hal jaminan kontrak terdapat
kesesuaian antara PSAK 106 dengan
DSN-MUI dan AAOIFI.

Adanya kesesuaian dari  segi
partisipasi mitra antara PSAK 106 yang
dibuktikan dalam paragraf 10 yang
berbunyi “Jika salah satu mitra
memberikan kontribusi atau nilai lebih dari
mitra lainnya dalam akad musyarakah
maka mitra tersebut dapat memperoleh
keuntungan lebih besar untuk dirinya.
Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat
berupa pemberian porsi keuntungan yang
lebih besar dari posisi dananya atau
bentuk tambahan keuntungan lainnya”
dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai
obyek akad poin b no. 1 yang berbunyi
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‘Partisipasi  mitra dalam  pekerjaan
merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi
kerja. bukanlah  merupakan syarat.
Seorang mitra boleh melaksanakan kerja
lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam
hal ini ia boleh menuntut bagian
keuntungan tambahan bagi dirinya” dan
AAOIFI yang terdapat dalam standar
musyarakah klausul 3/1/3/1 yang berbunyi
“Pada prinsipnya, setiap mitra berhak
untuk  bertindak demi kepentingan
kemitraan dalam transaksi”. Dengan
demikian dalam hal jaminan kontrak
terdapat kesesuaian antara PSAK 106
dengan DSN-MUI dan AAOIFI. Selain itu
terdapat juga ketidaksesuaian mengenai
partisipasi mitra aktif yang dimana dalam
PSAK 106 dijelaskan pada paragraf 14 —
26 yang poin utamanya membahas
mengenai kententuan mitra aktif pada saat
akad, selama akad, akhir akad, dan
pengakuan hasil usaha. Secara garis
besar mitra aktif merupakan mitra yang
memberikan modal dan juga ikut terjun
langsung dalam mengurus usahanya; dan
ada juga partisipasi mitra pasif yang
dimana dalam PSAK 106 dijelaskan pada
paragraf 27 — 34 yang poin utamanya
membahas mengenai ketentuan mitra
pasif pada saat akad, selama akad, akhir
akad, dan pengakuan hasil usaha. Secara
garis besar mitra pasif ini hanya
memberikan modal saja, tidak ikut
mengurus usaha vyang dijalankan.
Sedangkan untuk fatwa DSN-MUI dan
AAOIFI tidak menjelaskan mengenai hal
tersebut.

Adanya kesesuaian dari  seqi
keuntungan dan kerugian musyarakah
antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam
paragraf 9 yang berbunyi “Keuntungan
usaha musyarakah dibagi di antara para
mitra secara proporsional sesuai dengan
dana yang disetorkan (baik berupa kas
maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah
yang disepakati oleh para mitra.
Sedangkan kerugian dibebankan secara
proporsional sesuai dengan dana yang
disetorkan (baik berupa kas maupun aset
nonkas)” dengan fatwa DSN-MUI no. 3
mengenai obyek akad poin ¢ no. 4 tentang
keuntungan yang berbunyi “Sistem

pembagian keuntungan harus tertuang
dengan jelas dalam akad” serta poin d
tentang kerugian yang berbunyi “Kerugian
harus dibagi diantara para mitra secara
proporsional menurut saham masing-
masing dalam modal” dan AAOIFI yang
terdapat dalam standar musyarakah
klausul 3/1/1/4 yang berbunyi
“Diperbolehkan bagi mitra  untuk
mengubah setiap saat ketentuan kontrak
kemitraan. Mereka dapat membuat
perubahan pada rasio bagi hasil, dengan
mempertimbangkan bahwa setiap
kerugian dibagikan sesuai dengan
mempertimbangkan  bagian  masing-
masing mitra”. Dengan demikian dalam hal
keuntungan dan kerugian musyarakah
terdapat kesesuaian antara PSAK 106
dengan DSN-MUI dan AAOIFI.

Adanya kesesuaian dari  segi
penyelesaian persengketaan musyarakah
antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam
paragraf 8 yang berbunyi “Jika tidak
terdapat kesepakatan antara pihak yang
bersengketa maka kesalahan yang
disengaja harus dibuktikan berdasarkan
keputusan institusi yang berwenang’
dengan fatwa DSN-MUI no. 4 poin b
mengenai persengketaan yang berbunyi
“Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah” dan
AAOIFI yang tidak terdapat poin yang
menjelaskan mengenai penyelesai
persengketaan akuntansi musyarakah ini.
Dengan demikian dalam hal penyelesaian
persengketaan musyarakah terdapat
kesesuaian antara PSAK 106 dengan
DSN-MUI, sedangkan dengan AAOIFI
ditemukan ketidaksesuaian karena tidak
ada penjelasan mengenai hal tersebut.

Adanya ketidaksesuaian didalam
PSAK 106 mengenai kriteria mitra yang
melaksanakan akuntansi musyarakah,
dan juga seperti yang kita tahu bahwa
bank konvensional dan bank syari’ah
merupakan sebuah entitas yang berbeda
di Indonesia, sedangkan didalam standar
AAOIFI mengenai musyarakah klausul
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3/1/1/3 diperbolehkan bagi lembaga untuk
memasukkan bank konvensional sebagai
mitra.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa, penulis
menyimpulkan bahwa standar akuntansi
musyarakah 106 telah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI dan AAOIFI meskipun ada
perbedaan didalam penjelasan karena
PSAK 106 menjelaskan lebih detall
dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI
yang hanya menjelaskan secara garis
besar saja sehingga aturan-aturan yang
telah dibuat oleh IAl yakni PSAK
khususnya PSAK 106 mengenai akuntansi
musyarakah secara hampir keseluruhan
telah linear dengan apa yang dituangkan
dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 mengenai  pembiayaan
musyarakah, dan juga AAOIFI yang
menjelaskan lebih banyak mengenai
aturan umum yang disesuaikan dengan
keadaan dunia.

IMPLIKASI DAN
KETERBATASAN

Implikasi dari hasil penelitian ini
digunakan sebagai masukan untuk
Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
khususnya yang memakai akuntansi
musyarakah untuk lebih melihat Ilagi

aturan-aturan tentang akuntansi
musyarakah ini.
Penelitian ini masih memiliki

kekurangan yaitu dalam AAOIFI tidak
tertulis pembahasan khusus mengenai
akuntansi musyarakah ini jika
dibandingkan dengan mudharabah atau
yang lainnya yang memiliki pembahasan
khusus dalam AAOIFI.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat
mendapatkan informasi lebih lengkap lagi
mengenai akuntansi musyarakah ini, dan
diharapkan juga dapat menambahkan
produk pembiayaan lainnya untuk melihat
kesesuaiannya antara PSAK dengan
fatwa DSN-MUI dan AAOIFI.
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Penjelasan PSAK 106 DSN-MUI AAOIFI Keterangan
Penamaan Akuntansi Pembiayaan Sharikah Terdapat
Musyarakah Musyarakah Musyarakah (Musharakah) andperbedaan dalam

Modern Corporations. penamaan akad
musyarakah dalam
PSAK 106 dengan
DSN-MUI dan
AAOQIFI
Pengukuran Modal Investasi Modal yang|Pada prinsipnya,[Terdapat

musyarakah dapatdiberikan harusmodal syariah haruskesesuaian dalam
diberikan  dalamuang tunai, emas,dikontribusikan dalamhal pengukuran
bentuk kas, setaraperak, atau yangbentuk asetmodal yakni padal
kas, atau aset non-nilainya sama.moneter. PSAK 106 paragraf
kas. Modal dapat terdiri 6 dengan fatwa
Tidak  mengaturdari aseljika mitra  telahPSN-MUlI  no. 3
mengenai nilaiperdagangan, menyumbangkan mengenai  obyek
tukar saham. seperti barang-jyodal kemitraan@kad, poin a no. 1
barang, properti,galam mata uangféntang modal dan
dan  sebagainya.yang perbeda makajuga dalam AAOIFI
Jika modalmata uang tersebugMengenai  standar
berbentuk aset,harus disesuaikanmusyarakah klausul

harus terlebienggunakan prinsip/1/2/1. _
dahulu dinilaisyariah sehinggadika ~ ditelaah
dengan tunai danenentukan nilaikembali untuk

disepakati oleh para
mitra.

Tidak mengatur
mengenai nilai tukar
saham.

tukar saham saat ini.

pengukuran modal
musyarakah dalam

standar AAOQOIFI
lebih membahas
mengenai modal

saham, sedangkan
PSAK 106 dan
Fatwa DSN-MUI
pengukuran modal
musyarakah hanya
menggunakan aset
saja.

Jaminan Kontrak

dapat

Karena setiap|Pada prinsipnya,
mitra tidak dapatdalam pembiayaan
menjamin  danamusyarakah  tidak
mitra lainnya,jada jaminan, namun

maka setiap mitrauntuk menghindari
memintaterjadinya
mitra lainnya untukjpenyimpangan, LKS

menyediakan dapat meminta
jaminan atasjaminan.

kelalaian atau

kesalahan  yang

disengaja.

Semua mitra dalam
kontrak syari'ah
mempertahankan

aset syariah atas
dasar kepercayaan.
Diperbolehkan  bagi
mitra dalam kontrak
syari'ah untuk
menetapkan  bahwal
mitra lain

untuk menetapkan
bahwa mitra lain
memberikan jaminan
pribadi atau hipotek

untuk menutupi kasus

menyediakan pribadiAAOIFI

Terdapat
kesesuaian dalam
jaminan kontrak ini
terbukti pada PSAK
106 paragraf 7
dengan Fatwa DSN-
MUI no. 3 mengenai
obyek akad, poin a
no. 3 tentang modal
dan juga dalam
mengenai
standar
musyarakah klausul
3/1/4/1 dan klausul
3/1/4/2.
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pelanggaran, jaminan
atau hipotek untuk
menutupi kasus
pelanggaran,
kelalaian atau
pelanggaran kontrak.
Partisipasi Mitradika salah satulPartisipasi mitralPada prinsipnya,[Terdapat
(Persamaan) mitra memberikandalam pekerjaanisetiap mitra berhakkesesuaian dalam
kontribusi ataumerupakan dasaruntuk bertindak demihal partisipasi mitra
nilai lebih  daripelaksanaan kepentingan yakni pada PSAK
mitra lainnyamusyarakah; akankemitraan dalam{106 paragraf 10
dalam akadtetapi, kesamaan‘transaksi. dengan fatwa DSN-
musyarakah makaporsi kerja bukanlah MUI no. 3 mengenai
mitra tersebutmerupakan syarat. obyek akad, poin b
dapat memperolehSeorang mitra boleh no. 1 mengenai
keuntungan lebihmelaksanakan kerja kerja. dan juga
besar untuklebih banyak dari dalam AAOIFI
dirinya. Bentukyang lainnya, dan mengenai  standar
keuntungan lebihdalam hal ini ia musyarakah klausul
tersebut dapatboleh menuntut 3/1/3/1.
berupa pemberianbagian keuntungan
porsi keuntungantambahan bagi
yang lebih besardirinya.
dari posisi
dananya atau
bentuk tambahan
keuntungan
lainnya.
Partisipasi MitraDisini  dijelaskanTidak adaTidak ada penjelasanAdanya
(Perbedaan) lebih dalamjpenjelasan lebihlebih detail mengenaiketidaksesuaian
mengenai detail mengenaipartisipasi mitra aktifpartisipasi mitra
partisipasi  mitrapartisipasi mitra aktifmaupun pasif aktif dan pasif ini
aktif dan pasifmaupun pasif dijelaskan  dalam
yang dimulai pada PSAK 106 paragraf
saat akad, selama 14-34, sedangkan
akad, akhir akad, dalam fatwa DSN-
dan  pengakuan MUI dan AAOIFI
hasil usaha. Yang tidak ada
dimana antara penjelasan lebih
mitra aktif dan lanjut mengenai
pasif berbeda partisipasi mitral
aturannya. aktif maupun pasif.
Keuntungan  danKeuntungan usahaSistem pembagianDiperbolehkan bagiTerdapat
Kerugian musyarakah dibagikeuntungan harusmitra untuk mengubahkesesuaian dalam
Musyarakah di antara paratertuang denganisetiap saat ketentuanhal pembagian
mitra secarajelas dalam akad.kontrak kemitraan.keuntungan dan
proporsional Sedangkan Mereka dapatkerugian
sesuai dengankkerugian harusmembuat perubahanmusyarakah yakni
dana yangdibagi diantara parapada rasio bagi hasil,pada PSAK 106
disetorkan  (baikmitra secaradengan paragraf 9 dengan
berupa kasjproporsional mempertimbangkan fatwa DSN-MUI no.
maupun asetmenurut sahambahwa setiapl3 mengenai obyek
nonkas) ataumasing-masing kerugian  dibagikanakad, poin ¢ no. 4
sesuai nisbahdalam modal. sesuai dengantentang keuntungan
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yang  disepakati mempertimbangkan |dan poin d tentang
oleh para mitra. bagian masing-kerugian dan juga
Sedangkan masing mitra dalam AAOIFI
kerugian mengenai standar
dibebankan musyarakah klausul
secara 3/1/1/4.
proporsional
sesuai dengan
dana yang
disetorkan  (baik
berupa kas
maupun aset
nonkas).

Penyelesaian Jika tidak terdapatJika salah satu[Tidak ada penjelasanTerdapat

Persengketaan kesepakatan pihak tidakmengenai kesesuaian dalam
antara pihak yangmenunaikan penyelesaian hal  penyelesaian
bersengketa makakewajibannya ataupersengketaan. persengketaan
kesalahan yangjika terjadi akad musyarakah
disengaja  harusperselisihan di pada PSAK 106
dibuktikan antara para pihak, paragraf 8 dengan
berdasarkan maka fatwa DSN-MUI no.

keputusan institusi
yang berwenang.

penyelesaiannya

dilakukan  melalui
Badan Arbitrasi
Syari’ah setelah
tidak tercapai
kesepakatan

melalui
musyawarabh.

4 poin b mengenai
persengketaan dan

juga
ketidaksesuaian
dalam AAOIFI
karena tidak

terdapat penjelasan
mengenai
penyelesaian
persengketaan.




